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bahwa berdasarkan Peraturan Perrierintah Nomor 71 -

- Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa" Sistem Akuntansi -

~ Pemerintahan pada Pemerintah - Daerah diatur dengan

Peraturan Bupati yang mengacu pada pedoman umum '

. Sistem Akuntansi Pemermtahan

bahwa berdasarkan ketentuan  Pasal 10 Peraturanb;
Menteri Dalam Negeri Nomor 64.Tahun 2013 tentang

’ v:‘Standar Akuntansi Pernermtahan Berbasis Akrual Pada. . = =
Pemerintah Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan =

berbasis akrual d1berlakukan paling lambat mula1 ’I‘ahun .

o Anggaran 2015;

1.

“ bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana L
o dimaksud‘ dalam‘_‘ huruf a dan b "serta untuk tertib .
administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu -

membentuk Peraturan Bupati Karanganyar tentang

’Slstcrn Akuntanm Pemermtah Daerah ’

Undang Undang Nomor 13 ’I‘ahl.m i;195'0 tentang.
Pembentukan  Daerah-Daerah = Kabupaten  dalam

~ Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal = -

. 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan . .
Undang-Undang Nomor 9 Tahun_ 1965 tentang -

' Pembentukan Daerah”” Tingkat II Batang " Dengan -
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam =

. Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara™
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan -

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 2757),

 Undang-Undang Nomor. 17- Tahun 2003 tentang
- Keuangan Negara (Lembaran Negara. Republlk Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembarari Negara»
Republik Indonesia Nomor 4286}; '

Undang-Undang Nomor 1 Tahun _2004_‘ tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran. Negara Republik .

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

;, Negara Repubhk Indone31a Nomor 4355)
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang,'

' Pemeriksaan Pengelolaan dan 'I‘anggungjawab Keuangan

- Negara - (Lembaran  Negara . Republik Indonesia
- Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

10

" ‘Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik |
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
(Lembaran = Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran " Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4844); ’

Undang-Undang Nomor 33 ,Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); :
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

‘Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

- Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum
- {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); -
. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perlmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
~ Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Ncgara

Republik Indonesia Nomor 4578}; ,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 ’I‘ahun 2006 tentang.
Pelaporan Keuangan dan  Kinerja Instansi Pemerintah

~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

11.

12,

- Nomor 25, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik
‘Indonesia Nomor 4614);
. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara

" Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan

Lembaran Negara - Repubhk Indone81a Tahun 2007

* Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntan81 Pemerintahan (Lembaran Negara

‘Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 5165),



13.
14,
15.

16.

17.

18.

19.

20.

- Peraturan Pemermtah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

‘Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
yang telah beberapa kali- - diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

‘Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); .
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1

Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 1};

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2

Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2}

~sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah =
“Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas  Peraturan Daerah  Kabupaten

- Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009. tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten

Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis, Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9); :

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja

 Kecamatan  dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar

(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009
Nomor 4); '

‘Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5

Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Kabupaten‘Kara‘_nganyar (Lembaran Daerah



o ';Kabupaten Karanganyar ’I‘ahun 2011 Nomor 5)
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8

.~ Tahun 2011 tentang Orgamsas1 dan Tata Kerja: Badan j B
: ,'“Penanggulangan " Bencana - Daerah . ‘Kabupaten = -
- . Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar o

‘f,Tahun 2011 Nomor 8)

' MEMUTUSKAN

e Menetapkan PERATURAN ~ BUPATI TENTANG  SISTEM AKUNTANSI

< "PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR RS

- BABI _fu
KETENT UAN UMUM

o : o Pasal | -_
- Dalam Peraturan Bupatl ini yang dimaksud dengan
“ 1. Daerah adalah KabUpaten Karanganyar

o Karanganyar. » ,
.| Kepala Daerah adalah Bupatl Karanganyar

- penginterpretasian atas hasxlnya

* keuangan pemenntah

.‘v.“_Pemermtah Daerah adalah Pemermtah Kabupaten?}’,v

 Akuntansi’ adalah  proses. -identifikasi, - pencatatan,  ;_:.=-‘  :
.,,;*ﬁpengukuran pengklamﬁkasmn penglkhtlsaran transaksi.
-+ dan . kejadlan keuangan,_ penya_uan laporan sertafi’ L

. Standar Akuntan31 Pemermtahan yang : selan_]utnya o
- disingkat SAP, ‘adalah .prinsip- pr1n81p akuntansi yang -
. diterapkan dalam. menyusun dan menyajlkan Iaporan’f_’; _

. - Pedoman Umum Slstem Akuntans1 Pernermtahan, yang R

o “selanjutnya disingkat - PUSAP, adalah Peraturan Menterl_",;izr'j’:

v‘Keuangan yang. bertujuan untuk memberlkan pedoman "

bagi Pemerintah dalam - rangka penyusunan Sistem .

Akuntansi - Pemermtahan ‘yang - mengacu - pada SAP

" “dan statistik keuangan secara nasional..

- disingkat SAPD, - adalah ' rangkaian sistematik dari
. prosedur, penyelenggara, _ peralatan, dan elemen. lain
- untuk mewujudkan fungsi ‘akuntansi- sejak anallsls

; :','».berbams Akrual dan penerapan statistik keuangan - o
o pemermtah daerah untuk- penyusunan. kOI’lSOlldaSl ﬁskal'»‘_’:‘ I

7. Sistem Akuntansi Pemermtahan Daerah yang selanjutnya R

transaksi - ‘sampai dengan - pelaporan keuangan di - e
" hngkungan - Organisasi o pemermtah Kabupaten Ce

- Karanganyar _

8. Kebl_]akan Akuntan51 Pemerlntah Daerah terdiri atas

f.f‘Pemermtah ‘Kabupaten Karanganyar dalam penyusunan_v
RURNS B “dan penyajian laporan keuangan , e
9 Bagan Akun Standar, yang selanjutnya d151ngkat BAS o

- prinsip-prinsip,- ‘dasar-dasar, konven31-konven31 aturan-f} S
aturan,; dan praktik-praktik spesﬁ'lk yang dipilih - oleh o,

adalah kode ‘perkiraan- buku besar akuntansi yang terdlrl,_f o

. dan kurnpulan akun nommal dan akun r111 secara lengkapg o



: yang dlgunakan dl dalam pembuatan Jurnal buku besar e
- neraca lajur, neraca percobaan dan laporan keuangan Ll
‘Anggaran - Pendapatan dan- Belanja Daerah yang
- selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan L e
-+ tahunan. pemerintah - daerah yang dibahas dan. dlsetujm
- 'bersama oleh = Pemerintah ‘Daerah dan DPRD dan3
~ditetapkan dengan peraturan daerah R

1. Basis Akrual adalah basis’ akuntan31 yang mengakm R
'~ pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
. transaksi dan perlstlwa 1tu terjadi, tanpa memperhatxkan.

“ saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

. Basis ‘Kas adalah  basis akuntansi yang mengakulx;v_; AT
'pengaruh transaksi dan _peristiwa. lainnya pada saat kas R
atau setara kas diterima atau dibayar. . . SRR
. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntan31 yang .
o .mengakm pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis =~
- kas serta mengakul aset utang dan eku1tas dana berba31s e
~akrual. : . S )
14, Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhmya knterla) v
_pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
 akuntansi sehingga akan menjadl bagian yang melengkapi -~ .
- unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, =~ =
~ pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagalmana_f:
- .akan termuat pada laporan keuangan entltas pelaporan', T e
- yang bersangkutan S R
. Pengukuran- adalah proses penetapan mlal uang untuk . .
" mengakui dan memasukkan setxap pos dalam laporan CL

- keuangan.

;"'bbPengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang’
menyajikan secara lengkap 1nforrna31 yang dlbutuhkan REE
 »'_01€1’1 pengguna S S BRI
-.Laporan . Reahsas1 Anggaran yang selan]utnya dlsmgkati}n’

-~ LRA adalah laporan yang menyajikan informasi. realisasi -

L pendapatan-LRA ‘belanja, transfer, surplus/ deﬁ31t-LRA B
' 'rf;dan pemblayaan, sisa lebih / kurang pemblayaan anggaran e
yang .  masing- masing- dlperbandmgkan dengan.f;f et T

3 f,_j‘}: ;‘anggarannya dalam satu perlode

Laporan - Perubahan Saldo Anggaran ' Leblh yang};_,’:-} IR
's"vselanjutnya dlslngkat LPSAL -adalah Iaporan’ yang

~ menyajikan mforma31 kenalkan dan penurunan SAL tahun

. pelaporan yang terdiri. darl SAL awal SILPA/ SIKPA B '

- koreksi dan SAL akhir. - o | N
9. Neraca adalah laporan yang menyajlkan mformasx posisi -
o vkeuangan suatu - entitas pelaporan mengenal aset,

S ‘kewajiban dan eku1taS pada tanggal tertentu.

. -Laporan Operaswnal yang selanjutnya dlSIngkat LO -
- adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai. .
Seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan = =
‘yang tercerminkan - dalam pendapatan- -LO, beban dan = -
g surplus/deﬁ31t operasxonal dari suatu. entitas pelaporan”.i»v "

_v ‘'yang _ penyayannya dlsandmgkan dengan perlode; -
'gsebelumnya ' o . S o



21.

Laporan Arus Kas yang selanjufnyé disingkat LAK adalah

laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu .

periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada |

- tanggal pelaporan.

22.

23,

Laporan Perubahan- Ekultas yang selanjutnya dtsmgkat- ’
LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai

- perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,

surplus/defisit-LO, korek31 dan ekuitas akhir, .
Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya :

disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi '
tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas -

nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO,

- LPE, Neracg dan LAK dalam rangka pengungkapan yang -

25.

2‘6.‘

27.

- memadai.
24.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
dxsmgkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah

~daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
Pejabat Pengelola Keuangan -Daerah yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan .
pengelolaan APBD ~dan bertindak - sebagal Bendahara'
Umum Daerah. -

Entitas Akuntansi adalah unlt pemerlntahan pengguna :

vanggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib -
~menyelenggarakan akuntansi “dan menyusun laporan

keuangan untuk dlgabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri - :
“dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas

pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

- undangan -~ wajib - menyampaikan = laporan

- pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

28.
90,

- 30.

-Rckenmg Kas Umum Daerah adalah rekening tempat

penyimpanan uang ‘daerah yang ditentukan oleh kepala

- daerah untuk menampung seluruh . penerimaan daerah

dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran '
daerah pada bank yang ditetapkan. - B
Pendapatan-LRA adalah semua penerlmaan Rekemng Kas

 Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran -Lebih

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah dan tldak perlu dlbayar kemball _
oleh pemerintah. , .
Belanja adalah - semua pengeluaran dari Rekenmg KaS'

- Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih

31.

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu.

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan . |

diterima kembali, - . baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun ‘pada tahun tahun anggaran

. berlkutnya



33.
. jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,

- 32.

Peﬁdapatan LO adalah hak p'emerintah> pusat/daeréh :

yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode

~ tahun anggaran yang bersangkutan dan tldak perlu

34,

36.

“dibayar kembali. -

Beban adalah penurunan rnanfaat ekonom1 atau potensi

yang dapat berupa pengeluaran atau konsums1 aset atau
timbulnya kewajiban. -

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban
luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi

- yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan

sering atau rutin terjadi, dan berada di Iuar kendah atau |

.~ pengaruh entitas bersangkutan.
35.

Aset adalah  sumber daya ekonomi yang dikuasai’
dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi

dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

-masyarakat umum .dan sumber-sumber daya yang.

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. »
Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh

" manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat

 sosial dan/atau - manfaat lainnya sehingga dapat
- meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka

37.

38.

30,
- - agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan-

40.

.C.

pelayanan kepada masyarakat.

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa |
~ lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar

sumber daya ekonomi pemerintah.

Ekuitas - adalah kekayaan bersih Pemerintah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah..
Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi

entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya v
Penyesuaian adalah transaksi - penyesuaian pada akhir
periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan,

‘piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan

adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum
dicatat pada transak51 berjalan atau pada perxode yang
berjalan. - :

BAB II ;

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Slstem Akuntan31 Pemerintah Daerah terdm dari:
-a. Sistem- Akuntan51 SKPD
" b. Sistem Akuntansi PPKD dan

Bagan Akun Standar



Pasal 3

(1) Slstem Akuntansi SKPD sebagalmana dimaksud pada

pasal 2 huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan
“dan pengungkapan atas pendapatan-LO, pendapatan
- LRA, beban dan belanja, piutang, persedlaan, aset tetap,
* aset lainnya, kewajiban, ekuitas, koreksi kesalahan serta

_ penyusunan Laporan Keuangan SKPD:

- '(2) Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana -dimaksud pada
- pasal 2 huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan
dan pengungkapan atas pendapatan-LO, pendapatan-
'LRA, beban dan belanja, transfer, pemblayaan, investasi,
- kewajiban, koreksi dan penyesuaian, penyusunan
Laporan Keuangan PPKD serta penyusunan Laporan

v Keuangan Konsolidasian Perncrmtah Daerah. ,

(3) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada

 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagal bagian yang
- tidak terplsahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada v
- ayat (2) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian
- yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
(1) BAS sebagalmana dimaksud dalam pasal 2 huruf C
- merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
- melakukan kodefikasi = mencakup akun-akun yang
menggambarkan struktur laporan keuangan secara
lengkap.

(2) BAS sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) digunakan
dalam pencatatan  transaksi- pada . buku jurnal,
pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran
- pada  neraca saldo, ”dan' penyajian »pada, laporan
keuangan.

(3) BAS sebagalmana dimaksud pada ayat (1) terd1r1 atas B
level 1 sampai dengan level 5, meliputi: - .

~a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
~ b.level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
“c. level 3 (tiga) menunjukkan kode j jenis;
- d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
~e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
(4) Kode akun sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) huruf a
- terdir1 atas: , .
a.akun 1 (satu) menun_]ukkan aset;
b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajlban
c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas; ,
- d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan LRA
‘e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja; -
f. akun 6 (enam) menunjukkan transfer;
g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pemblayaan,
h. akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO;
i. akun 9 (Sembilan) menun_]ukkan beban



@) tercantum -

'Dengan berlakunya Peraturan Bupatl.:ﬂl 1 maka Peraturan S
f ':-vBupatl Karanganyar Nomor 34 Tahun 2013 tentang S1stem‘ E
“.v‘dan Prosedur Akuntan81 Pelaporan dan Pertanggung]awabanf_ G
. Keuangan Kabupaten Karanganyar dicabut’ dan dlnyatakanf:fff SRR
ff"tldak berlaku P . L ,

o __Peraturan Bupa'u » ,,.i mulau berlaku '_pada

G tanggal :
1 Januan 2015 o,

S Agar setlap orang mengetahumya mehiiérint‘ahké.n?_
-f,"v'pengundangan Peraturan ‘Bupati - ini . dengan
o menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten;‘ﬁi
. »_“'i : Karanganyar - o - ) .

:btf:".y.'szltetapkan ai’ Karanganyar
- \.vbi-,.;"_->_Pada tanggal ?>l Mel 2014:-
BUPAT KARANGANYAR

JUTIYATMONO

e ,- D1undangkan d1 Karanganyar}"5‘ :-7.- L

Mel 2014'

e .f._.{.v',i'fpada tanggal



